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A. Latar Belakang

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang
disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya
dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika
pengunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Oleh
karena itu dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA dinyatakan bahwa hak-hak atas tanah
bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu
permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi
yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan PP 10/1961 ini, tetap
dipertahankan tujuan diselenggarakan pendaftaran tanah sebagai yang pada
hakikatnya sudah ditetapkan dalam pasal 19 UUPA. Yaitu bahwa pendaftaran
tanah merupakan tugas Pemerintah, yang diselenggarakan dalam rangka
menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagaimana pada garis
besarnya telah dikemukakan dalam penjelasan umum diatas, rincian tujuan
pendaftaran tanah seperti yang di nyatakan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pertama dengan
cara sistematik yang meliputi wilayah satu desa atau kelurahan atau sebagainya
yang terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah, dan yang kedua secara
sporadik, yaitu pendaftaran mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan
pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual atau masal.

Pendaftaran Tanah Sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi objek pendaftaran
tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik dilasanakan melalui ajudikasi.
Yang dimaksud Ajudikasi menurut pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor

! Boedi harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2007), him. 18.



24 Tahun 1997, adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses
pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan
kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek
pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pendaftaran tanah
diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan
pendaftaran tanah, tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain.?

Pendaftaran Tanah sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual/massal. Pada
pendaftaran tanah sporadik, pemohon pendaftaran tanah baik yang bersifat
individual (perseorangan) maupun massal (kolektif) menyiapkan dokumen-
dokumen yang dibutuhkan, datang ke Kantor Pertanahan kabupaten/Kota
setempat untuk mengajukan permohonan agar tanahnya didaftar (disertipikatkan),
dan menaggung seluruh biaya yang dibebankan kepada pemohon.®

Pada pendaftaran tanah secara sporadik, disamping pihak Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat aktif meneliti dokumen-dokumen yang
diajukan oleh pemohon, melakukan pengukuran atas tanah yang domohon untuk
didaftar, melakukan penelitian data yuridis dan penetapan batas-batas tanah,
mengumumkan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
setempat dan kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat, mengesahkan hasil
pengumuman data fisik dan data yuridis, dan menerbitkan sertipikat, juga pihak
pemohon ikut aktif dalam memantau perkembangan permohonannya ke Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dari mulai awal kegiatan hingga diterbitkan
sertipikat atas namanya.*

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali, bentuk kegiatannya adalah pengumpulan dan pengolahan data fisik;

2 Urip santoso, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah(Jakarta: Kencana, 2013), him.
137.
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* 1bid.



pembuktian hak dan pembukuanya; penerbitan sertipikat; penyajian data fisik dan
data yuridis; dan penyimpanan daftar umum dan dokumen, dan kegiatan
pemeliharaan data pendaftaran tanah, bentuk kegiatannya adalah pendaftaran dan
peralihan dan pembebanan hak; dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah
lainnya. Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data yaitu data
fisik dan data yuridis.’

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan
tugas negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam
rangka memberikan jaminan kepastiam hukum dibidang pertanahan. Instansi
Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan
Nasional, sedangkan dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota.®

Pemerintah dibantu Menteri Agraria mengeluarkan Program Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap yang ditargetkan selesai pada tahun 2025 vyaitu
kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak
bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia
dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu,
yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau
beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dengan
diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan
dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah
tertentu yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya, siapa yang punya dan
apa beban diatasnya.

Sebagaimana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dijelaskan
dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pemerintah mempunyai tanggung jawab
yang besar terhadap suksesnya pelaksanaan program pendaftaran tanah tersebut.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar tentang arti pentingnya

® Urip santoso, op.cit., him. 14,
® Ibid.



pemilikan surat tanda bukti pemilikan tanah dan proses penyelesaian pendaftaran
tanah dapat secara efektif, efisien, dan cepat dapat dipertanggung jawabkan.

Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat juga mengadakan program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang diikuti 8 Kecamatan dan 44
Kelurahan, salah satunya wilayah Kelurahan Petamburan Jakarta Pusat. Di dalam
kegiatannya tentu saja ada kendala yang terjadi, seperti penulis temukan saat
melaksanakan magang kuliah awal Agustus 2018 yaitu Di Wilayah Petamburan.
Banyaknya warga yang tidak mengetahui perolehan tanahnya serta permasalahan
lain seperti tidak sesuainya Wilayah Petamburan dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pasal 117 ayat (4) huruf c
yang berisi rencana pengembangan kawasan terbuka hijau, dan Pasal 118 ayat (1)
huruf | vyang berisi rencana pengembangan kawasan perumahan yaitu
pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sehingga
pelaksanaan PTSL Di Wilayah Petamburan tidak memperhatikan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2012, sementara objek PTSL adalah seluruh wilayah.

Menurut pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi
ternasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT, sebagaimana firman-Nya
dalam QS An-Nur (24): 42

Dl A 57015 el Al

Artinya:

”Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allah-
lah kembali (seluruh makhiluk).”

Selanjutnya, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa
(Istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-
hukum-Nya’, sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-Hadid (57): 7

Ll shial 2ua ) ghal (i (il Llas Ve ) shial 4l £y i ) sl

7 Al-Raghib al-Ashfahani, Al-Mu jam Al-Mufradat li Al-Fazh Al-Qur’an, (Beirut: Dar Al-
Kutub Al-l1Imiyyah,2004), him 19.



Artinya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari harta yang telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanabh).
Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di
Jjalan Allah) memperoleh pahala yang besar.”

Kepemilikan lahan di dalam Islam sangat tergantung dengan status tanah
yang bersangkutan apakah tanah yang diperoleh karena penaklukan atau tidak.
Kepemilikan atas tanah juga tergantung dengan status pemanfaatannya apakah
untuk pertanian atau untuk selain pertanian. Juga status lahan tersebut apakah
tanah yang mati ataukah tanah yang sudah pernah dihidupkan. Serta tanah tersebut
apakah dimiliki oleh individu ataukah oleh Negara.

Oleh karena itu, penulis tertarik membuat skripsi yang berjudul,
“Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Wilayah
Petamburan Jakarta Pusat Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di
Wilayah Petamburan Jakarta Pusat?
2. Apa yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Wilayah Petamburan Jakarta Pusat?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Di Wilayah Petamburan Jakarta Pusat?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap Di Wilayah Petamburan Jakarta Pusat.
b. Untuk menganalisis kendala yang terjadi dalam Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap Di Wilayah Petamburan Jakarta Pusat.
c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Islam terhadap Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Wilayah Petamburan Jakarta

Pusat.



2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kalangan
mahasiswa atau masyarakat umum dalam pendaftaran tanah melalui program
pendaftaran tanah sistemastis lengkap.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah
untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat
melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap.
D. Kerangka Konseptual
1. Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan
data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat
tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan
hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.?
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Pendaftaran tanah sistematis lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara
serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik
Indonesia dalam satu wilayah desa/ kelurahan atau nama lainnya yang
setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis
mengenai suatu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan

pendaftarannya.’

® Indonesia (), Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, PP Nomor 24 Tahun
1997, Pasal 1 angka 1.

% Indonesia (b), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Tentang Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap, PP Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 1 angka 2.



3. Data Fisik
Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah
dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai
adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya.°
4. Data Yuridis
Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan
satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain
serta beban-beban lain yang membebaninya.™
5. Peta Bidang Tanah
Peta Bidang Tanah adalah gambar hasil pemetaan satu bidang tanah atau
lebih pada pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-
batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk
pengumuman data fisik.'?
E. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian
hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk
melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di
lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam
hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat
dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian

hukum ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.*?

19 |bid., Pasal 1 angka 6.
" Ibid., Pasal 1 angka 7.
12 |bid., Pasal 1 angka 9.

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia (Ul-Press), 1986.



2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu

bersumber dari studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan

narasumber sebagai berikut:

a.
b.
C.
d.

Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat.
Tim Ajudikasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Warga Kelurahan Petamburan Jakarta Pusat.

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan DKI.

Selain itu penulis juga menggunakan data pendukung berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka berupa peraturan

perundang-undangan, antara lain:

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang,
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah DKI Jakarta.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan

hukum primer, antara lain:
1. Buku Literatur

2. Jurnal
3. Artikel

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Kamus Hukum



3. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti, maka penulis menggunakan

teknik pengumupulan datanya melalui studi lapangan wawancara dan pengamatan

di Kantor Badan Pertanahan Jakarta Pusat. Wawancara dilakukan dengan

narasumber Anggota Satuan Tugas Yuridis PTSL, Sekretaris Panitia Ajudikasi
PTSL, dan Staff Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI.
4. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian

kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-

analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan

juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh.**

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

1.

Bab Pendahuluan

Pada bab ini berisikan diantaranya: Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian
dan Sistematika Penulisan.

. Bab Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini berisikan teori-teori Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap, dan Tata Ruang.

. Bab Pembahasan limu

Pada bab ini berisikan pelaksanaan dan kendala mengenai Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Wilayah Petamburan Jakarta Pusat.

. Bab Pembahasan Agama

Pada bab ini berisikan uraian tentang pandangan Islam terhadap pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Wilayah Petamburan

Jakarta Pusat.

. Bab Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran.

“Ibid., him. 250.



